
SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
KORAN HAL

Haluan

Padang Ekspres 15

Singgalang

Pos Metro

2 0 2 2

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2

: Dharmasraya Raih Opini WTP Ketujuh
.Dharmasraya, Padek- Pemkab

. 
, Dhtrmrasra\a raih opini Wajar lhn-
pa Penglecualian (WTP) Laporan
Hasil Perneriksaan (LHP) atas lapo-
4an keuangan daerah. Prestasi ini

,.gerupakan yang kerujuh kalinya.
_ -L, HP diserahkan lanpungoleh l(epa-

.{a Peruakilan BPK RI Sumatera Bar-
at, Yusnadewi di gedung BPK Sum-

.pas Rabu (2614).

;;., Bupati Dharmasraya Sutan Ris-

,kp mengucapkan rasa sl.ukrr dan

- ;tgima kasiturya kepada semua pihak

..y4ng telah nreinbantu alcs penyu-
'sunan [.apolan Keuangan Pemerin-

,+.ahan l)aerah (LIAD) tahun 2021.
- gehingg;a hasilyangdiperoleh sangat
memuaskan. Bupati mengucapkan

. terima kasih kepada Kepala Perwa-

,kilan BPK RI Sumatera Barat, Yus-

,,4adewi atas penyerahan LHP BPK

atas pemerikaan LI(PD tahun 202 I .

, Pemeriksaan ini merupakan
amanahlang diberikan kepada BPK-
RI berdasartan {Jndang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 terrtang Ke-
uangan Negara, Uldang-Undang '
Nomor I fbhun 2004 tentang Per-
bendaharaan Negara serta Un-
dang-tlndang nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pe-'
ngelolaan dan Tanggung Iawab
I(euangan Negara.

"Harapan kami pemerintah
daerah kabupaten/kota se-Suma-
tera Barat untuk tahun ini akan
memperoleh opini terbaik, yaitlr
\Majar Tlmpa Pengecualian (WTP)i'
ungkap Sutan Risl<a.

Ia mengatakan, BPKperwakilan
Provinsi SurnateraBaratdalam men-
jalankan ftingsinya, trukan hanya

memeriksa lapomn keuangan pe-
nrerintah daerah. Tapi juga me-
meriksa kinerja atas efektifitas tata
kelola pemerintah daerah dalam per-
encanaan dan penganggaran pem-
bangunandaerah. 

.

IGgiatanrya meliputi identifi kasi
masalah, analisis dan evaluasi yang
dilakukan secara idependen, ob-
yekil dan profesional oleh Auditor
BPK. Berdasarkirn standar pernerik-
saan untuk menilai kebenaran, ke-
cermatan, alarntabilitas keandalan
informasi mengenai pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan ne-
gara yarlg dilakukan pada semua
tingkatan unit institusi penyeleng-
garapemerintah.

0utpufrrya urtuk perbaikan tata
kelola pelnerintahan daerah dalam
rangka percepatan dan pemerataaur

pembangunan di daerah.
"Namun kami menyadari tentu

masih terdapat kekurangan dan
kelemahan dalam melhksanakan
pen gelolaan keuangan daerah.
Untuk itu, melalui pemeriksaan ini
karni berharap bersama BPK-RI.
Kami dapat pengelolaan keuan-
gan, dan sesegera mungkin rne-
lakukan perbaikan pengelolaan
keuangan daerah. Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang bertujuan untuk rnening-
katkan kualitas kinerja agar se-
makin etbktif dan efisien. Sesuai
tlerrgan rrisi dan misi dali peme-
lintah kabr.rpaten/kota, yang pads
gilirannva mampu meningkatkan
kualitas hidup di segala bidang
bagi masyarakat lebih baik lagi,"
bebernya lagi. (ita)


